ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Meresmikan Pernikahan Siri : Studi
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby” ini ditulis oleh Inas Salsabila, NIM.
126102213283, dengan pembimbing Ibu Nuril Farida Maratus, M.H.I.
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan izin poligami dengan
alasan ingin meresmikan pernikahan siri supaya anak yang lahir dari pernikahan
tersebut memiliki status hukum dan identitas kependudukan yang jelas.
Permohonan ini awalnya ditolak oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tingkat
pertama karena dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur oleh perundang-
undangan. Namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama justru
mengabulkan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan izin
poligami karena ingin meresmikan pernikahan siri dalam putusan Nomor
154/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan
hakim dalam memberikan izin poligami dengan alasan ingin meresmikan
pernikahan siri dalam putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby? 2) Bagaimana
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin
poligami pada putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby?

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada analisis Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Sumber data yang
diteliti adalah berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan
jurnal ilmiah. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kemaslahatan dalam
hukum Islam dan prinsip kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim PTA Surabaya
dalam mengabulkan permohonan izin poligami berdasarkan pada pasal 3 ayat (2)

UU Perkawinan yakni adanya persetujuan istri pertama. Selain itu, hakim juga
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mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dengan aspek kepastian hukum
melalui pencatatan perkawinan. (2) Dalam perspektif hukum Islam, putusan izin
poligami Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby. didasarkan atas prinsip maslahah yakni
adanya payung hukum terhadap status perkawinan. Sehingga dapat memberikan
perlindungan terhadap hak anak dan istri-istrinya. Namun demikian, perlu dikritisi
karena berpotensi menciptakan mafsadat, yaitu mendorong praktik nikah siri
sebagai strategi untuk memperoleh izin poligami dan melemahkan efektivitas

pengaturan perkawinan.
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Thesis with the title “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim dalam
Memberikan Izin Poligami Karena Ingin Meresmikan Pernikahan Siri : Studi
Putusan Nomor 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby” was written by Inas Salsabila, NIM.
126102213283, with the supervisor Mrs. Nuril Farida Maratus, M.H.I.
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This research is motivated by the application for a polygamy permit on the
grounds of wanting to formalize a siri marriage so that children born from the
marriage have a clear legal status and population identity. This application was
initially rejected by the Surabaya Religious Court at the first level because it was
deemed not to meet the requirements stipulated by the legislation. However, at the
appeal level, the Religious High Court granted the application. This research aims
to find out the Islamic law analysis of the judge's consideration in granting
polygamy permission because he wanted to formalize a siri marriage in decision

Number 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

The problem formulations in this study are 1) How is the judge's consideration
in granting a polygamy permit for the reason of wanting to formalize a siri marriage
in Decision Number 154/Pdt.G/2024/PTA.Sby? 2) How is the analysis of Islamic
law on the judge's consideration in granting a polygamy permit in decision No.

154/Pdt.G/2024/PTA.Sby?

This research method uses a normative juridical method with a case approach
that focuses on analyzing the Surabaya Religious High Court Decision Number
154/Pdt.G/2024/PTA.Sby. The data sources studied are court decisions, laws and
regulations, and scientific journals. The analysis was conducted using the theory of

benefit in Islamic law and the principle of legal certainty.

The results showed that (1) The consideration of PTA Surabaya judges in
granting polygamy license applications was based on article 3 paragraph (2) of the

Marriage Law, namely the consent of the first wife. In addition, judges also consider
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the broader benefits with aspects of legal certainty through marriage registration.
(2) In the perspective of Islamic law, the polygamy permit decision Number
154/Pdt.G/2024/PTA.Sby. is based on the principle of maslahah, namely the
existence of a legal umbrella for marital status. So that it can provide protection for
the rights of children and their wives. However, it needs to be criticized because it
has the potential to create greater mafsadat, namely encouraging the practice of
nikah siri as a strategy to obtain a polygamy permit and weakening the effectiveness

of marriage arrangements.
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